RISALAH

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 100.4/5 Tahun 2025 tentang Tim

Pelaksana Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2025 salah satu tugas

dari Tim adalah melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, bersama

ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

2.

3.

4.

Pada tahun 2025 ada 15 rancangan peraturan daerah yang masuk dalam Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 36 Tahun 2024 tentang Program
Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 28 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta
Nomor 36 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta
Tahun 2025 yang terdiri dari:

a. Raperda tentang Toleransi Bermasyarakat

b. Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

c. Raperda tentang Rumah Susun

d. Raperda tentang RPIJMD Tahun 2025-2029

e. Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat

-

Raperda tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi

g. Raperda tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman

h. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

i. Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini

j- Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan

k. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan
Jalan Umum Kota Surakarta

m. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024

n. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025

0. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Dari 15 rancangan peraturan daerah sebagaimana disebutkan di angka 1 sudah selesai

dilakukan pembahasan baik di Tingkat | maupun pembahasan di Tingkat .

Ada 4 (empat) rancangan peraturan daerah yang masih dalam proses penandatanganan dan
pengundangan yaitu:

a. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

b. Raperda tentang Toleransi Bermasyarakat

c. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan
Jalan Umum Kota Surakarta

d. Raperda tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi

Ada 1 (satu) rancangan peraturan daerah yang masih proses evaluasi dari Kementerian

Dalam Negeri yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

setelah itu di mohonkan nomor register ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah baru bisa

ditetapkan dan diundangkan.



